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ABSTRAK

Kebijakan kriminal dalam reformasi hukum pidana mefiputi dua masalah, yaitu apakah
dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagal tindak pidana;
dan apakah kriteria yang digunakan dalam melakukan kriminalisasi. Dengan menganalisis
perksmbangan pemikiran yang berkembang dalem hukum pldana, kriminologi, dan kebfiakan
kriminal tantang kejahatan dalam kaftannya dengan nilai-nflal dan tujuan pengaturan hukum
dapat diketahuf dasar pembenarean dan kriteria kriminafisasi. Dasar pembenaran untuk
mongkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tintlak pidana karena perbuatan tersebut
bersifat amoral, merugikan kepentingan masyarakat, bertentangan dengan nfigi-niiai budaye,
merupakan perilaku menyimpang dan perbuatan anti sosial yang membawa kerusakan
terhadap masyarakat. Kriteria kriminalisasi yang bersifat umum meliputi pertimbangan
sarana, hasil dan biaya, kemampuan sistem peradilan pidana, dan kedudukan hukum
pidana sebagai primum remedium dalam penanggulangan kejahatan serta kualftas sumber
daya aparat penegak hukum. Kriteria khusus kriminalisasi yang bersifat khusus terdapat

di setiap perbuatan yang akan dikriminalisasikan.

Pendahuluan

Retformasi hukum dapat diartikan se-
bagai upaya untuk mengganti tatanan hu-
kum positif yang tidak sesual dengan per-
ubahan sostal dan aspirasi masyarakat de-
ngan tatanan hukum baru yang dicite-citakan
yang sejalan dengan kebutuhan masyarakst
dan tuntutan perkembangan zaman. Peng-
gantian tatanan hukum melaiui proses refor-

.masi merupakan penggantian atau per-
ubahan secara mendasar dan cepat.

Dengan mengacu kepada pengertian re-
tormasi hukurm tersebut, dapat dirumuskan
terminologi reformasi hukum pidana. Refor-
masi hukum pidana merupakan upaya urituk
mengganti tatanan hukum pidana positif (fus
Constitutum) dengan tatanan hukum pidana
yang dicita-citaken (lus Constituendum).

Penggantian tatanan hukum pidana positit
periu segera dilaksanakan cleh badan le-
gislatif.

Ada beberapa faktor yang menjadi
alasan reformasi hukum pidana positif. Ta-
tanan hukum pidana positif perlu direformasi
atau diperbaharui karena tiga alasan: Per-
tama, hukum pidana positif yang berlaku un-
tuk mengatur kehidupan masyaraket sudah
tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Sebagian tatanan hukum pidana positif itu
merupakan produk hukum peninggelan ko-
lonia Belanda. Misalnya, KUHP (Kitab Un-
dang-undang Hukum Pidanay}. Di samping
itu proditk hukum pidana zaman Orde Lama
masih ada pula yang dipertahankan, misal-
nya UU Subverst.

Hukum pidana positit peninggalan kolo-
nial dan Orde Lama sudah ketinggalan za-
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man sehingga kurang memiliki relevansi
sosial dengan situasi dan kondisi sosial yang
diatumya, Perubahan sosial yang terjadi da-
lam masyarakat pada waktu belakangan ini
adalah perubahan radikal yang meliputi
hampir seluruh kehidupan magyarakat.

Kedua, sebagian ketentuan hukum pi-

dana positif tidak sejalan dengan semangat
kebabasan, keadilan, kemandirian, HAM
den demokrasi. Tidak sedikit dari peraturan
perundang-undangan pidana yang mengab-
sahkan pembslengguan kebebasan many-
sia dan kemandirian lembaga, baik di bidang
politik dan pers maupun di bidang ekonomi
dan paradilan.

Ketentuan hukum pidana positif yang
membelenggu kebebasan asasi manusia
adalah ketentuan penyebaran kebencian
(hatzaal artikelen), delik-delik pers (pers
dolic) dan delik-delik penyiaran. Produk-pro-
duk hukum Qrde Baru banyak yang membe-
lenggu kebebasan asasi dan manindas rasa
keadilan rakyat.

Hukum pidana positif yang tidak sesuai
dengan nilai-nilai keadilan dan demokrasi
adalah tindak pidana subversi, UU Subversi
bukan hanya melegalisasi proses hukum
yang sewenang-wenang, tapi juga peru-
musan tindak pidana yang tidak limitatif dan
rastriktif.

Di samping itu, ada pula ketentuan hu-
kum pidana positif yang tidak sejalan dengan
moralitas sosial yang hidup datam ma-
syarakat dan landasan konstitusional yang
menjadi dasar negara. Ketentuan hukum
pidana positit yang tidak ssjalan dengan
moralitas sosial adalah pengaturan delik zina
(pasal 284 KUHP).

Konsep zina secara yuridis terbatas
pada persetubuhan suka sama suka di luar

perkawinan antara seorang laki-laki atau
perempuan yang terikat tali psrkawinan
dengan orang lain yang menjadi lawan je-
nisnya. Sedangkan dalam konsepsi sosio-
logis {(masyarakat), zina adalah setiap perse-
tubuhan suka-sama suka di luar perkawinan
antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan. Ketentuan hukum pidana yang
bartentangan dengan konstitusi adalah
menjadikan pengemisan sebagai tindak
pidana.

Ketiga, penerapan ketentuan hukum
pidana positif menimbulkan ketidakaditan
terhadap rakyat, khususnya terhadap para
aktivis politik, HAM, dan demokrasi. Per-
adilan pidana politik yang berlandaskan UU
Subversi mengantarkan cukup banyak la-
wan-lawan politik Orde Baru menjalani pi-
dana mati, seumur hidup, dan pidana penjara
yang cukup lama. Kasus-kasus peradilan
politik yang banyak memakan korban
antara lain peradilan politik kasus Tamjung
Priok, Komando Jinad, Aceh dan Lampung.
Aktivis mahasiswa banyak yang diadili de-
ngan pasal-pasal hatzaai artikelen.

Reformast hulkum pidana harus menga-
cu kepada kebijakan hukum pidana (penal
policy). Kebijakan hukum pidana atau politik
hukum pidana dapat diartikan sebagai usaha
yang rasional untuk menanggulangi keja-
hatan dengan menggunakan sarana hukum
pidana. Pengertian kebijaken hukum pidana
dapat ditinjau dari sudut politik hukum.

Politiik hukum mempunyai dua arti, yaitu;
partama, usaha untuk mewujudkan per-
aturan-peraturan yang baik sesuai dsngan
keadaan dan situasi yang ada pada suatu
saat,’ dan kedua, kebljakan dari negara me-
laluf badan yang berwenang untuk mene-
tapkan peraturan-peraturan yang dikehen-
daki yang diperkirakan bisa digunakan un-

‘Sudart. 1981, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. him.158.
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tuk mengekspresikan apa yang terkandung
dalam masyarakat dan untuk mencapai apa
yang dicite-citakan.?

Ditinjau dart sudut politik hukum ini, ma-
ka melaksansakan kebijakan hukum pidana
berarti mengadakan pemilihan untuk men-
capai hagil perundangan hukum pidana yang
paling baik dalam arti memenuhi syarat
keadilan dan daya guna.® Di samping itu,
melaksanakan kebilakan hukum pidana da-
pat pula berarti usaha mewujudkan peraturen
perundang-undangan pidana yang sesuai
dengan keadean dan situasi pada suatu
waktu dan untuk masa-masa yang akan
datang.*

Ruang lingkup reformasi hukum pidane
(materiel) meliputi tiga aspek, yaitu penen-
tuan perbuatan terlarang atau tindak pidana
(strathaarfaff), pertanggung-jawaban pidana
atau kesalahan (schuld), dan senksi pidana
(straf). Penantuan perbuatan apa yang se-
harushya dilarang atau penentuan perbuatan
apa yang seharusnya tidak dilarang dalam
hukum pidana dibawa kepada masalah
kriminalisasi.

Arti dan lingkup Kriminalisas]

Secara etimologis kriminalisasi berasal
dari kata bahasa Inggris criminalization,
yang mempunyai padanan dalam bahasa
Belanda criminalisatie, Kriminalisasi bukan
hanya suatu kata, tetapi juga suatu per-

istilahan ({terminologi) dalam hukum pidana
materiel. Oleh karena itu, datam pemben-
tukan kaidah hukum pidana, kriminalisasi
menpalan suatu obyek kajian yang penting.
Ada bermacam-macam pengertian krimi-
nalisasl, yang sekaligus dapat menjelaskan
ruang linglatp kriminalisasi.

Kriminalisasi merupakan tindakan atau
penetapan penguasa mengenai paerbuatan-
perbuatan tertentu yang oleh masyarakat
atau golongan-golongan masyarakat diang-
gap ssbagai perbuatan yang dapat dipidana
menjadi perbuatan pidana® atau proses pe-
nstapan suatu perbuatan sehagai perbuatan
yang dilarang dan diancam dengan pidana
bagi barang slapa yang melanggar larangan
tersebut.

Kriminalisasi dapat pula diartikan seba-
geii proses peneatapan suatu perbuatan orang
sebagai perbuatan yang dapat dipidana.
Proses ini diakhird dengan terbentuknya un-
dang-undang dimana perbuatan itu diancam
dengan suatu sanksi yang berupa pidana.’

Di samping itu pengertian kriminalisasi
dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam
ha! ini yang dimaksudkan dengan kriminali-
sasi adalah perubahan nilai yang menyebab-
kan sejumlah perbuatan yang tadinya
merupakan perbuatan yang tidak tercela dan
tidak dituntut pidana, berubah menjadi
perbuatan yang dipandang tercela dan perlu
dipidana.?

*ibid. him, 20.
3ibid. him.181.

sSudarto. 1983. Hukum Pidena dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru,

him. 83 dan 109.

sSoarjono Soekanto, 1981. Kriminologi-Suatu Pengantar. Cetakan pertama. Jakaria: Ghalia

Indonasia. him, 62.

eSuwondo. 1982, Himpunan Karya Tentang Hukum Pldana. Yogyakerta: Liberty. him. 61.

‘Sudarto. op.cil. Hukum..., him31.

*Effondi, Andi Zainal Abidin Farid dan Benny C. Manaroinsang. op.cit. him. 85. Dikutip dari
Friedmen. 1972. Law In & Changing Soctety. Edition. New York: Columbia University Press.

JURNAL HUKUM NO. 11 VOL. 6 [ 1989



Saiman Luthan

Pengertian kriminalisasi tersebut di atas
menjslaskan bahwa kriminalisasi berhu-
bungan dengan penentuan suatu perbuatan
sebagal perbuatan terlarang. Dengan kata
lain ruang lingkup kriminalisasi terbatas pa-
da penetapan suatu perbuatan sebagai tin-
dak pidana. Namun demikian, pengertian
kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan
suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan
dapat dipidane, tapi juga termasuk penam-
hahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap
tindak pidana yang sudeh ada.®

Meskipun ada perbedaan mengenai
pengertian dan ruang lingkup kriminalisasi,
namun pengertian kriminalisasi yang di-
gunakan dalam tesis ini adalah kebijakan
. negara dalam menstapkan suatu perbuatan
yang sebeltimnya bukan perbuatan terlarang
(tidak melawan hukum) menjadi perbuatan
terlarang atau tindak pidana (melawan
hukum) dengan ancaman sanksi pidana
terientu.

Penstapan suatu perbuatan yang sebe-
lumnya bukan perbuatan terlarang menjadi
tindak pidana atau perbuatan terlarang
dengan ancaman pidana tertentu memer-
Jukan sejumlah dasar pembenaran, Dasar
pembenaran adalah argurmentast fundamen-
tal yang digunakan pembentuk undang-un-
dang untuk mengkriminalisasikan (mene-
tapkan) suatu perbuatan sebagai tindak
pidana yang disertal dengan sanksi pidana.

Dasar Pembenaran Kriminalisasl

Dasar pembenaran untuk mengkrimi-
nalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak
pidana lebin banyak terletak di luar bidang

hukum pidana. Artinya, dasar pembenaran
tersebut berkaitan dengan faktor-faklor so-
sial di luar bidang hukum pidana. Adapun
faktor-faktor yang termasuk dasar pem-
benaran terssbut adalab faktor nilai, iimu
pengatahuan, dan faktor kebijakan.

Ditinjau dari sudut nilai, kaidah hukum
pidana merupaken jelinan nila yang berasal
dari nilal-nilai sosial yang terdapat dalam
masyarakat yang diproses melalui meka-
nisme politik yang dituangkan dalam per-
aturan perundang-undangan. Dengan kata
lain, kaidah hukum pidana merupakan
gabungan dari beberapa nilai sosial atau
gabungan dari kaidah-kaidah sosial yang
terdapat dalam masyarakat.

Nilai-nitai atau kaidah-kaidah sosial
yang menjadi sumber pembentukan kaidah
hukum pidana meliputi nilai-nilai dan kaidah-
kaidah moral, nilaj-nilai dan kaidah-kaidah
agama, serta nitai~nflai dan norma-norma
budaya yang hidup dalam kesadaran
masyarakat.

Hukum pidana mempunyai hubungan
yang sangat kuat dengan morgl, khususnya
pengaruh nitai-nilai dan kaidah-kaidah moral
terhadap pembentukan kaidah-kaidah
hukum pidana. Mengingat kuatrya pertalian
antara moral dan hukum pidana merupakan
masalah panting.

Jerome Hall mengemukakan batwa The
moral quality of the criminal law is the ma-
Jor issues of our times and permeates all
the social disciplines.’® Arinya, kualitas
morel hukum pidana merupakan issu penting
pada waktu sekarang dan meliputi semua
disiplin sosial.

spaul Comil. *Criminality and Deviance in & Changing Whonld”, Ceramah pada Kongres
PBR IV 1970 mengenal Provention of Crime and Treatment of Offender.
"Romli Atmasasmita. 1984, Bunga Rampai Kriminologl. Jakarta: Rajaweli. him. §6.
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Mengenai moralitas hukum pidana mun-
cul parmasalahan, apakah dapat dipandang
pada hukum moral sebagei esal usul pener-
jemah dan penjamin dari hukum pidana. Da-
paticah hiicum moral tarsebut dipergunakan
sebagai suatu petunjuk bagi pembentuk
undang-undang untuk mempergunakan
hukum pidana dalam memaksakan ukuran/
landasan moral."!

Hubungan moral dan hukurr pidana me-
nampakkan diri terutama pada nomma-norma
peritaku yang ingin diatur oleh hukum pidana,
tapi moral Juga mengatur perilaku tersebut.
Apabila perbuatan-perbuatan amoral di-
jadikan sebagai perbuatan yang illegal me-
nurut hukum pidana berarti ada kesesuaian
antara Kaidah moral dan kaidah hukum pi-
dana. Namun adakalanya terjadi perten-
tangan antara nilai-nilaj moral dan hukum
pidana. Misalnya dalam masalah penggu-
guran kandungan dan bunuh diri,

Dengan demikian moralitas mempunyai
relevansi terhadap kriminalitas, meskipun
terbatas. Mengenai hal ini Halvetius meng-
ungkapkan bahwa “hukum pidana meng-
gambarkan kekuatannya dari moralitas
masyarakat®. Suatu perbuatan yang tidak
salah menurut berbagai cara pandang tidak
boleh dikualifikasikan sebagai suatu ke-
jahatan,

Pendapat senada dikemukakan pula
oleh Biderman dkk yang mengemukakan
hahwa “kejahatan mempunyai signifikansi
dalam proporsi yang luas dengan perasaan

morel orang-orang”. Pengaruh initidak hanya
terbatas pada orang-orang yang menjadi
korban secara langsung.®

Hubungan hukum pidana dan moral me-
[ahirkan konsepsi kejahatan mala in se
(kejahatan yang buken hanya melanggar
undang-undang, tapi juga melanggar kaidah-
kaldah morel) dan mala prohibita (kejahatan
yang merupakan pelanggaran undang-un-
dang). Mengenai hal ini Hugh D. Barlow
mengemukakarn:

The connection betwesn law and mo-
relity fess clear, and people categorized
crimes as mala prohibita - meaning evil
becausa they are forbidden - or mala in
se meaning evil in themselves. Mala
prohibita crime would includea drug of-
fences, traffic violation, and embezzie-
ment; example of mala in se crimes,
acts that ara inherently evil, include rape,
murder, arson, and robbary.

Kejahatan merupakan sebagian dari
perbuatan-perbuatan a-moral, dan pada
umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan
merupakan bagian yang paling atau sangat
a~-moral. Hubungan ini dapat digambarkan
sebagai dua buah lingkaran yang bertitik
pusat satu. Dimana psrbuatan-perbuatan a-
moral merupakan lingkaran yang besar,
sedangkan pelanggaran aturan-aturan hu-
kum pidana (kejahatan) merupakan fing-
karan yang lebih kecil.”

* Ibic

2 imits of Criminal Lavw. Avallable by mall free of charge from Law Reform. Comission

of Ganada. Reprented 1979. page 15.

3 William C. Rhodes. Behavioral Threat and Communtity Response. New York: Behavioral

Puhblication Inc. him. 38.

“Hugh D. Barlow. 1984. Introduction to Criminology. Boston; Littie Brown and Company.
him 14. ses Stephen Schafer. 1869. Theorles it Criminology. New York: Random House. Chap-

teriit.

sPumianti dan Moh. Kemal Darmawan. 1894. Madzhab dan Penggolongan Teori Dalam

Kriminofogl. Bandung: Citra Aditya Baldi. him. ©.
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Oleh karena itu dasar pembenaran untuk
menyatakan suatu perbuatan ssbagai ke-
jahatan (tindak pidana) menurut Van Bam-
melen, dalam Criminoiogie, Leerboek der
Misdaadkunde, berpangkal tolak dari pen-
dapat bahwa pada umumnya harus dipan-
dang sebagai kriminalitas adaiah segala
sesuatu yang bersifat merusak atau tidak
susila,*®

Dengan demikian, dasar pembenaran
untuk mengkriminalisasikan suatu par-
buatan menurut perspektif moral adalah
karena perbuatan tersebut bersifat a-moral
atau immoral. Artinya, perbuatan tersebut
bertentangan dengan nilai-nilai moral atau
kaidah-kaidah moral. Di samping itu, dasar
untuk mengkriminalisasikan suatu per-
buatan karena perbuatan tersebut meng-
ganggu perasaan moral yang hidup dalam
masyarakat,

Dalam konsepsi Islam kejahatan mun-
cul dalam beberapa istilah, yaitu jinayaa,
Jarimah, dan maksiat. Kata jineyaa adalah
bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti
perbuatan dosa, perbuatan salah ataupun
kejahatan.” Yang dimaksud dengan kata
Jjarimahiglahlarangan-larangan syara’ yang
diancam oleh Allah Swt dengan hukuman
had atau ta’dzir. Sedangkan kata maksiat
menurut imu bahasa adalah bantuk asal
(masdar) yang artinya “penentangan, pe-
ngabaian, atau kejahatan”."

Dasar pembenaran untuk menyatakan
suatu perbuatan sebagai kejahatan dalam
syari‘at (hukum) islam ada 4 macam. Per-
tama, penentuan suatu perbuatan sebagai
kejahatan karena perbuatan tersobut me-
rugikan masyarakat,

Ruang lingkup metugikan masyatakat
itu meliputi merugikan kepada tata aturan
masyarakat, atau kepsrcayaan-keperca- -
yagnnya, atau merugikan kehidupan ang-
gota-anggota masyarakat, atau hendanys,
ataunama baiknya, atau perasaan-perasaan-
nya, atau perimbangan-partimbangan lain
yang dihormati dan dipelihara.™

Kedua, alasan penentuan suatu per-
buatan sebagai kejahatan adalah untuk
melindungi kepentingan masyarakat. Ring-
kasnya, dasar pelarangan sesuatu per-
huatan ialah pemeliharaan kepentingan
masyarakat itu sendirl.®

Dalam hal ini agama Islam dan hykum
positif sama-sama bemendirian bahwa
dalam menetapken perbuatan-perbuatan
pidana dan hukumannya msmpunyai prinsip
yang sama, yaitu memelihara kepentingan
dan ketenteraman masyarakat serta men-
jamin ketenteraman hidupnya.!

Di samping karena alasan merugikan
masyarakat dan untuk melindungi kepen-
tingan masyarakat, alasan yang lain untuk
mengkriminalisasikan suatu parbuatan se-
bagai kejahatan adalah untuk memelihara
akhlak masyarakat.

“Rogslan Saleh. 1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungan Jawah Pidana. Jakarta:

Ghalla Indonesia. him. 24-25,

YHaliman, 1971. Hukum Pldana Syarfet lsiam. Cet. Pertama. Jakarta: Bulan Bintang. him.
BAhmed Hanafi. 1980. Asas-Asas Hulamm Pldang isiam. Cetl. ke-d. Jakarte: PT Bulan

83.

. him, 3.
%/bid, him. 2,

him. 60.
©fpid. him. 4.

lihat juga Abdulgani Karim. Pengaruh Agama lslam Terhadap Hukum Pidana Nasional.

#ahdulgani Karim, Pengaruh Agama lslam Terhadap Hukum Pldans Nasional. him. 81,
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Syari'at menganggap bahwa akhlak
yang tinggi sebagei sendi masyarakat, Oleh
karena itu syari’at sangat memperhatikan
soal ahklak, dimana tiap-tiap perbusatan
yang bertentangan dengan akhlak yang
tinggi tentu diancam hukuman,

Syari'at menghukum perbuatan zina,
dalam keadaan tan bentuk bagaimanapun
juga, karena zina dipandangnya berten-
tangan dengan akhlak dan apabila akhlak
sudah rusak maka rusakiah masyarakat.?
Demikian pula halnya dengan larangan
minum-minuman karas.

Akhimya, panentuan suatu perbuatan
sebagai kejahatan adalah untuk meng-
hindari mudarat dan mengambil manfaat.
“Mereka akan bertanya kepadamu dari hal
khomrdan judl, katakantah: di dua perkara
itu ada dosa yang besar dan ada beberapa
mantaat bagi manusia, tapi dosa keduanya
lebih besar dari pada manfaatnya.®

Dalam konsepsi budaya, hukum pidana
suaty bangsa marupakan pencerminan dari
nilai-nilai budaya bangsa tersebut. Dengan
kata lain, hukum pidana suatu bangsa yang
dibangun dengan nilai-nilal budaya bangsa
tersebut marupakan cermin dari peradaban
bangsa itu.2 Dikaitkan dengan budaya,
apakah sebenamya kriminalitas yang patut
dipidana di dalam konteks budaya?

Meyer (dikutip pada Simons, him.130)
mengemukakan bahwa kejahaten meru-
pakan perbuatan yang melanggar Auwffur-
norrmen® Ardinya, kejahatan adalah per-
buatan-perbuatan yang melanggar nilal-rdlal

dan norma-norma budaya yang terdapat
dalam masyarakat, tempat hukum pidana
itu berlaku. Pandangan senada dikemuka-
kan pula oleh Cristiansen yang mengatakan
bahwa konsepsi kejahatan dan hukuman
merupakan bagian esensial dari kebuda-
yaan,

Tiap kebudayaan, dan setiap fase di
dalamnya mengandung kriminalitasnya
sendir, dan demikian pula hukum pidananya
sendiri. Pengertian kriminalitas berjalin
dengan kehidupan manusia. Jadi sangat
ditertukan oleh sejarah. Di semua masa dan
pada semua bangsa orang bereaksi terha-
dap apa yang dipandang sebagai krimi-
nalitas itu dengan sengaja menimpakan
kepata pelakunya suatu nestapa, walaupun
tentunya dengan variasinya pula.”

Dsngan demikian, dasar pembenaran
untuk menyatakan satu perouatan sebagai
kejahatan (tindek pidana} dalam konteks
nilai-nifai budaya adalah karena perbuatan
tersehut malanggar nilai-nilai atau norma-
norma budaya yang terdapat dalam masyar-
akat.

Ditinjau dari perspektit ilmu pengeta-
huan, maka dasar pambenaran untuk meng-
kriminalisasikan suatu perbuatan sebagat
tindak pidana dapat dikemukakan dalam
sosiologi, khususnya pandangan kema-
syarakatan mengenai perbuaten terlarang,
hukurn pidana, dan Kriminologi.

Dalam perspektif scsiologis, kejahatan
muncul dalam herbagai terminolog, yaitu

ZHanafi. op. cit. him. 4,
bid. him. 98,

#8apdarto. op. ¢it. Kapita Selekta Hukum Pidana. him. 49.
#E Utrecht. 1086. Hukum Pidana I, Surabaya: Pustaka Tinta Emas. him. 88-88,
»arief, 1096, Bunga Rampal Kebijakan Hukum Pldana. Bandung: Citra Aditya Bekil. him

#3aleh, Kebljakan Kriminallsas] dan Delalminallsast. Apa yang dibicarakan Sosiologl
Huicum dalam Pambaruan Hukum Pldana Indonesta. him, 8-7.
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perilaku® menyimpang (deviant behavior),
perbuatan anti sosial (antfsocial behavior),
perbuatan tercela, perbuatan yang merugiken
masyarakat (harm behavior to saciety), dan
perbuatan penyelewengan adat dan norma
sosial,

Sebagai salah satu bentuk dari perilaku
menyimpang, kejahaten dapat diartikan
sebagai tingkah laku yang menyimpang dari
aturan-aturan normatit yang berlaku® atay
penyslewengan terhadap adat istiadat dan
aturan hubungan sosial dimana pelakunya
dapat distksa atau dibunuh cleh warga-warga
suatu komunitag.®

Perilakuy menyimpang itu merupakan
suatu ancaman yang nyata atau ancaman
terhadap norma-norma sosial yang msn-
dasari kehidupan atau keteraturan sosial;
dapat menimbuikan ketegangan individual
raupun ketegangan-ketegangan sosial; dan
merupakan ancaman riil atau potenstil bagi
berlangsungnya ketertiban sosial!

Di samping sebagai perilaku msnyim-
pang, kejahatan juga dipandang sebagai
perbuatan yang anti sosial. Perbuatan anti
sosial adalah parbuatan yang menghalang-
halangi usaha sosial dalam menjamin ke-
adllan sejati dan kesejahteraan. Pengertian

anti sosial tidak benar apabila diariikan se-
bagal lawan dari antireligius atau immoral.*

Kejahatan mengandung konotasi ter-
tontu, merupakan suatu pengertian dan pe-
nanaman yang relatif, mengandung varia-
bilitas dan dinamik serta berialian dengan
perbuatan atau tingkah laku (batk- aktit
maupun pasif) yang dinilal oleh sebagian ma-
yoritas atau minoritas masyarakat sebagai
suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan
terhadap skala nilai sosial dan atau pe-
rasaan hukum yang hidup dalam masya-
rakat sesuai dengan ruang dan waktu.®

Paul Moedikdo merumuskan perilaku
kejahatan yang enti sosial ini dengan kata-
kata yang merugikan, menjengkelkan dan
tidak dapat diblarkan berlangsung. Sebab,
apabila berlangsung akan mangakibatkan
masyarakat menderita sesuatu yang tidak
diinginkan.*

Selain konsapsi kejahatan sebagai
perilaku menyimpang dan perbuatan anti so-
sial, dalam perspektif sosiologis kejehatan
juga merupakan perbuatan yang merugikan
masyarakat.

Pengertian kejahatan lebih ditekankan
pada kerugian bagi masyarakat dan yang
banyak memperoleh inspirasi dari seke-

ZPerilaku (behavior) adalah suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitit

dari manusia. Salah satu unsur perilaku adalah gerak sosial (Socialaction), yakni suatu gerak
yang terikat olsh empat syarat (T. Person et.al (eds): 1865): 1. dlarahkan unfuk mencepai tuuan-
tujuan tertentu, 2. Terjadi pada shuasi tertentu, 3. diatur oleh kaidah-kaidah terientu, 4. terdorong
oleh motivasi-motivasi tertentu, Soejono Soekanto dan Solsman b. Taneko. 1983, Hukum adat
Indonesia, Edisi kedua. Jakarta: Rajawali. him.7.
" »Zaparinah Sadi. 1976. Perseps! Soslal Perllaku Menylmpang. Jakarta: Bulan Bintang.
m. 56,

0Goekanto. 1985. Parspaktif Teoritls Studl Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali.
him, 38.

3 Ibid. him. 25-28. :

®=goedjono Dirdjosisworo. 1984. Ruang Lingkup Kriminologl, Bandung: Remadja Karya.
him, 14,

S3bid. i 1.

ibid, him. 15.
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lompok orang yang berfikir dan beranggapan
bahwa perbuatan tersebut adalah meru-
gikan, Kelompok ini, mempunyai kelaasaan
untuk memberiakukan pikiran dan anggapan
yang diyakininya itu dalam masyarakat;
perbuatan-perbuatan itu harus difarang dan
larangan itu ditvangkan dalam hukum pi-
dang.®

Dangan mengacu kepada konsepsi ke-
jahatan dalam perspektif sosiclogis tersebut
dapat ditarik kesimpulan tentang dasar pern-
benaran kriminalisasi dalam perspektif
sosiologis. Suatu perbuatan mempunyai
dasar pembenaran untuk dikriminalisasikan
karsna perbuatan tersebut merupakean peri-
laku menyimpang atau karena perbuatan
tersebut bersifat anti sosial dalam kehi-
dupan masyarakat. Perbuatan dikualifikasi-
kan anti sosial karena merugikan masya-
rakat atau karena menimbulkan kerusakan
terhadap masyarakat.

Dalam parspektif hukum pidana, pe-
ngertian kejahatan bersifat legistik berda-
sarkan hukum pidana. Kejahatan adalah
suatu perbuatan manusia yang melanggar
hukum pidana.® Definisi ini mengandung
dua komponen penting, yaitu kejahatan
menyangkut tingkah laku, dan kedua, ting-
kah laku tersebut diidentifikasikan dalam
terminologi hukum.*

M.Elliot (1952) mengemukakan bahwa
kejahatan adalah keseluruhan kelakuan
yang dilarang dan dipidana oleh negara.®

Kelakuan atau perbuatan yang dimaksud
dituangkan secara formal dalam aturan
perundang-undangan hukum pidana, se-
bagai perbustan yang terlarang dan pem-
bangkangan terhadap aturan perundang-
undangan itu diancam dengan reaksi formal
yang tegas dalam bentuk pemberian pen-
deritaan tertentu.s?

Dengan demikian, kejahatan bukan ha-
nya menyangkut perbuatan yang melanggar
hukum pidana, tapi juga berarti tingkah laku
manusia yang dapat dihukum berdasarkan
hukum pidana ® Oleh karena itu, Sutherland
secara tegas menyatakan bahwa salah satu
syarat bagi adanya suatu kejahatan ialah
harus telah tersedia ancaman hulauman bagi
perbuatan pslanggaran tersebut.® .

Uraian tersebut secara implisit men-
jelaskan bahwa dasar pambenaran untuk
mengkrminalisasikan suatu perbuatan me-
nurut hukum pidana adalah karena negara
melarang tindakan tersebut dan meng-
ancamkan pidana bagi para pelanggamya.

Dalam perspektif kriminclogi, pengartian
kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut
pandang, yeitu pengertian kejahatan yang
mengacu kepada pengertian kejahatan
menurut hukum pidana dan pengertian ke-
jahatan menurut ilmu kriminologi.

Pengertian kejahatan dalam kriminologi
yang sejalan dengan pengertlan kejahatan
menurut hukum pidana merupakan pan-
dangan kriminologi kiasik (sebagaimana

SHankie Liklikuwata. 1880. Sosioleg! Kejahatan Hukum Pldana dan Penjahat. Jakarta:

Ind-Hillco. him 30,
ZBarlaw. gp.cit. him. 5.
bid.

Zpymiati dan Mch. Kemal Darmawan. ¢p.cit. him. 8.

1 {idikuwata. op.cit. him. 3.
“atmasasmita, ep.cit him. 31.
“ibid. him. 44.
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diuraikan di atas). Ssdangkan pengertian
kejahatan dalam kriminolegi kentemporer
melepaskan diri dari pengertian kejahatan
menurut hukum pidana, dan mengembang-
kan pengertian kejahatan yang lebih bersifat
{imiah.

Kejahatan dalam artian kriminolegis
adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak
susila dan merugikan, yang menimbulkan
begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu
masyarakat tertentu, sehingga masyarakat
ftu berhak untuk mencelanya dan menyata-
kan penolakannya atas kelakuan itu dalam
bentuk nestapa dengan sengaja dibarikan
karena kelakuan tersebut.©

Di samping karena alasan pertimbangan
nilai dan pertimbangan iimu pengetahuan,
dasar pembenaran kriminalisasi dapat juga
dilakukan berdasarkan pertimbangan kebi-
jakan, khususnya kebijakan kriminal dan
kebijakan hukum pidana.

Dalam perspektif kebijakan, aturan-
aturan hukum, termasuk hukum pidana,
adalah perwujudan dari kebijakan-kebfjakan.
Bahkan menurut Ronald Dworkin, hukum
tidak hanya terdiri dari aturan-aturan saja,
melainkan juga mencakup prinsip-prinsip
dan kebijakan-kebijakan. Karena hukumme-
rupakan perwujudan dari kebijakan, maka
aturan hukum ity hanya dapat dimengerti
dengan tepat bila dilihat dari segi tujuan dari

kebijakan yang bersangkutan,®

Dengan demikian, upaya mengkrimi-
nalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak
pidana dimaksudkan untuk mencapai tujuan
tertertu. Tujuan apakah yang hendak dicapai
oleh pembentuk undang-undang daiam
mengkriminalisasiken suatu perpuatan.

Hukum pidana yang barfungsi dalam
gistem sosial dar suatu negara diarahkan
kepada terwujudnya tujuan negara. Dalam
konteks ini tujuan hukum pidana adalah
untuk melindungi segsnap bangsa dan
seluruh tanah tumpah darah Indonesla yang
berdasar atas persatuan guna mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rekyat Indone-
sia.*s Perlindungan masyarakat dalam hu-
kum pidana berarti melindungi masyarakat
terhadap perbuatan-perbuatan yang me-
rugikan atau membahayakan keselamatan
magyarakat. ‘e

Selain tujuan tersebut, hukum pidana
berfungsi pula sebagai sarana rekdyasa
sosial (faw as a too! of social engineering).”
Pengertian rekayasa sosial adalah sama
dengan pengertian pembaruan masyarakat.
Dalam hal ini hukum pidana (seharusnya)
memiliki fungsi sebagal alat atau pengatur
ateu sarana pambangunan dalam arti pe-
nyalur arah kegiatan manusia ke arah yang
dikehendaki oleh pembangunan.®®

«<Rosslan Saleh. 1983. Perbuatan Pldana dan Pertanggung Jawaben Pidana: Dug
Pengertian Dasar Datam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara bar. him. 17.

A A.G. Poters dan Koesriani Siswososbroto. 1988, Hukum dan Perkembangan Soslal-
Buku Teks Soslolog! Hukum Buku . Jekarta: Pustaka Sinar Harapan. him. 270.

“Saleh. op.cit. Kebljakan.., him. 2.

“Moh. Koesnos. “Nilai-nflai Dasar Tata Hukum Nasional”, makalah disampaikan dalam
Pra-Seminar Identitas Hukum Nasional, 19-21 Okiober 1887. him. §.
“Moeljatno. 1985. Fungs! dan Tujuan Hukum Pldana {ndaonesta, Jekena: PT. Bina Aksar,

him. 49.

“rSopkanto. op.cit. Perspekif ..... him. 30.

“Atmasasmita. “Pembangunan Hukum Nasional Datam Perspektif Ketertiban Sosial® dalam
M. Busyro Mugoddas dikk. 1992, Pofitlk Pembangunan Hulum Nasional. Yogyakarta: Ull Press.

him. 13.
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Di samping mengacu kepada dasar
pembenaran kriminalisasi, penetapan suatu
perbuatan sebagai tindak pidana dengan
ancaman sanksi pidana tertentu harus pula
mempertimbangkan faktor-faktor yang ter-
kait sacara langsung dengan sistem por-
adilan pidana. Faktor-faktor itu dapat dijadi-
kan sebagai kriteria umurm kriminalisasi.

Kriteria Umum Kriminalisas!

Mengenai kriteria umum kriminalisasi,
Bassiouni® mengemukakan bahwa kepu-
tusan untuk melakukan kriminalisasi harus
didasarkan pada faktor-faktor kebfjakan ter-
tentu yang mempertimbangkan bermacam-
macam faktor termasuk:

1. Keselmbangan sarana yang di-
gunakan dalam hubungannya de-
ngan hasil-hasil yang ingin dicapai;

2. Analisa biaya terhadap hasil-hasil
yang dipercleh dalam hubungannya
dengan tujuan-tujuan yang ingin
dicari;

3. Penilalan atau penaksiran tujuan-
tujuan yang dicari itu dalam kaitan-
nya dengan priorites-prioritas lainnya
dalam pengalokasian sumber-sum-
ber tenaga manusia;

4, Pengaruh sosial kriminalisasi dan
dekriminalisasi yang berkenaan de-
ngan atau dipandang dari pengaruh-
pengaruhnya yang sekunder.

Pandangan lain mengenai kriteria umum
kriminalisasi dikemukakan oleh Soedario
yang mengungkepkan bahwa datam meng-
hadapi masalah kriminafisesi, harus diperha-

tikan nal-hal yang pada intinya sebagai
berikut:*

a. Penggunaan hukum pidana harus
memperhatikan tujuan pemba-
ngunan nasicnal, yaitu mewujudkan
masyarakat adil dan makmur yang
marata materill dan spiritual bar-
dasarkan Pancasila; sehubungan
dengan ini maka (penggunaan) hu-
kum pidana bertujuan untuk me-
nanggulangi kejahatan dan menga-
dakan pengugeran terhadap tin-
dakan penanggulangan itu sendiri,
dan kesgjahteraan dan pengayoman
masyarakat.

b. Perbuatan yang diusahakan untuk
dicegah atau ditanggulangi dengan
hukum pidana harus merupakan
“porbuatan yang tidak dikehendald”,
yaitu perbuatan yang mendatangkan
kerugian (material maupun spiritual)
atas warga masyarakat.

¢. Penggunaan hukum pidana harus
pula prinsip “biaya
dan hasi” {cost benefit principle);

d. Penggunaan hukum pidana harus
pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-
badan penegak hukum, yaitu jangan
sampai ada kelampauan beban
tugas (overbelasting).

Hullsman mengajukan beberapa kriteria
ahsolut yang perlu dipernatikan dalam pro-
ses kriminalisasi, yaitu:

a. Kriminalisasi sgharusnya tidak dite-
tepkan semata-mata atas keinginan

. Cherif Bassiouni, 1978. Substantive Criminal Law. him. 82. Dikutip dari Barda Nawawi
Arief. 1998, Bunga Rampal Kebifakan Hukum Pldana. Bandunyg: Citra Aditya.

%Sudartn. op.cit. Hukum... him. 44- 48.
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untuk memaksakan suatu sikap
mora)l tertentu terhadap suatu ben-
tuk perilaku tertentu.

b. Alasan utama untuk menetapkan
satu perbuatan sebagai tindak pi-
dana seharusnya tidak parnah didi-
rikan suatu kerangka untuk perlin.
dungan atau perlakuan terhadap
seorang pelaku kejahatan potensial
dalam kepentingannya sendiri.

¢. Kriminalisasi tidak boleh berakibat
melebihi kemampuan perlengkapan
peradilan pidana.

d. Kriminalisasi seharusnya tidak bo-
leh dipergunakan sebagai suatu tabir
sokedar pemecahan yang nyata
terhadap suatu masatah.®

Sedangkan menurut Moeljatno ada tiga
lkriterie umum Kriminalisasi dalam proses
pembaruan hukum pidana. Perlama, pene-
tapan suatu perbuatan sebagai perbuatan
terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai
dengan perasaan hukum yang hidup dalarn
masyarakat, Kedua, apakah ancaman pi-
dana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan
yang utama untuk mencegah dilanggarmya
larangan-larangan tersebut. Dan ketiga,
apakah pemerintah dengan melewati alat-
alat negara yang bersangkitan, betul-betul
mampu untuk benar-benar melaksanakan
ancaman pidana kalau temyata ada yang
melanggar larangan.

Di samping berpedoman kepada dasar
pembanaran dan laiteria umum kriminalisest,
kriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak
pidana dengan ancaman sanksi pidana ter-
tentu harus pula mempertimbangkan karak-
ter khas yang secara inheren melekat dalam
setiap perbuatan yang akan dikriminalisa-

sikan. Kharakter khas tersebut dalam par-
spektif kebijakan kriminalisasi diidenti-
fikasikan sebagai kriteria khusus kriminali-
sasi. Karana setiap parbuatan memiliki
karakier yang khas, maka sgtiap perbuatan
yang aken dikriminalisasikan memiliki
kriterla khusus masing-masing. @
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